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Abstrak
Persoalan tentang TKI bervariasi, dimulai dari permasalahan gaji yang tidak sesuai, pelecehan seksual, dan banyak hal lain. Hal ini memicu pertanyaan tentang bagaimana bentuk perlindungan pada TKI. Jawa Timur merupakan penyumbang TKI yang cukup besar, dari data tahun 2014 tentang jumlah TKI asal provinsi Jawa Timur TKI sebanyak 78.306 orang. Jumlah yang besar itu tentunya berpotensi menjadi masalah yang besar pula. Oleh karenanya perlu dilakukan upaya penempatan dan perlindungan hukum terhadap TKI asal Jawa Timur berdasarkan Undang–Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses perlindungan dan penempatan terhadap TKI asal Jawa Timur dalam dua fase yang meliputi fase pra penempatan dan fase purna penempatan sehingga dapat diketahui bagaimana proses perlindungan dan penempatan terhadap TKI asal Jawa Timur dalam fase pra dan purna penempatan. Penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian yang menggunakan fakta–fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif, penelitian kuantitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang didapat dari responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang  utuh. Data primer diperoleh dari penyebaran angket yang disebar kepada 100 orang CTKI, wawancara terhadap CTKI, TKI yang dilakukan di kantor UPT.P3TKI Surabaya serta wawancara terhadap informan yaitu kepala seksi perencanaan penempatan TKI. Data sekunder diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan, literatur dan berbagai peraturan perundang–undangan terkait TKI. Hasil penelitian menunjukkan secara keseluruhan proses dalam tahap pra penempatan dan purna penempatan masih dirasa kurang baik. Walaupun semua pihak sudah berusaha menjalankan kewajibannya dengan baik, akan tetapi masih terdapat pelanggaran yang terjadi pada tahap pra dan purna penempatan baik pelanggaran oleh pihak penyelenggara maupun pelanggaran yang dikarenakan CTKI dan TKI itu sendiri. Pada tahap pra penempatan TKI ada yang tidak bisa memilih jenis pekerjaan dan ada yang tidak bisa memilih negara tujuan. Pada tahap purna penempatan pihak PPTKIS tidak menyediakan pos kesehatan dan juga tidak menjemput TKI.





The issue of migrant workers varies from unfit salary issues, sexual abuse, and many other issues. This triggers the question on how to define the protection of migrant workers. East Java is a major contributor of migrant workers, in 2014 the number of emigrants reach 78.306 workers. As huge as the numbers, it also has potential big problem. It becomes critical issue that placement efforts and legal protection for migrant workers from East Java Based On Law Number 39 Year 2004 concerning the Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers Abroad. This study aims to determine the process of protection and placement of migrant workers from East Java in two phases that include pre- placement phase and after the placement phase.  This study is an empirical research, using empirical facts taken from human behavior, with qualitative approach - analyzing the results of research that produces descriptive data analysis, namely data declared by the respondent in writen or orally as well as real behavior, which researched and studied as a package. Premiere data obtained from interviews with CTKI, TKI, which is done in the office of UPT P3TKI Surabaya, by interviewing Section Chief of Workers Placement, as well as from the angket deployment were distributed to 100 CTKI who are in UPT P3TKI office. While secondary data obtained from the review of literature and various laws of migrant workers. The results showed overall process in the pre-placement and after placement stage still considered unfavorable. Although all the parties have tried to carry out their duty properly, but still there are violations that occurred during the pre and after placement. At pre placement stage of the indonesia workers, some of them can not choose the type of work and also are not able to choose the country of destination. At post placement, PPTKIS party does not provide the health post and also does not pick up the workers.








Dalam Undang - Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (2) dinyatakan bahwa “setiap Warga Negara berhak atas pekerjaan yang layak bagi kehidupan”. Hal ini dapat di artikan, kewajiban bagi Pemerintah Negara Indonesia untuk menjamin diperolehnya kehidupan yang layak bagi setiap Warga Negara Indonesia. Pelayanan Pemerintah dalam rangka terwujudnya kehidupan yang layak diupayakan melalui kebijakan program perluasan kesempatan kerja dan pendayagunaan tenaga kerja. Salah satunya menggunakan mekanisme antar kerja. Antar kerja di sini di maksut ialah sistem pelayanan tenaga kerja berbasis niat dan bakat.
Melalui mekanisme antar kerja lokal dan antar kerja antar Daerah, persoalan pendaya gunaan tenaga kerja belum teratasi karena keterbatasan daya serap sektor domestik yang mencangkup wilayah daerah Nasional dari daerah Perkotaan dan daerah Pedesaan. Maka dikembangkan program penempatan tenga kerja melalui mekanisme antar kerja antar negara dengan menempatkan Tenaga kerja Indonesia ke Negara lain. Diharapkan dengan melalui mekanisme ini dapat menyelesaikan persoalan pendayagunaan Tenaga Kerja karena terbatasnya daya serap sektor Domestik.
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ( selanjutnya disebut sebagai TKI ) di Luar Negeri dilakukan melalui proses yang di awali dengan Pra Penempatan, Penempatan, dan Purna Penempatan yang mengantarkan TKI hingga daerah asal sejalan dengan upaya perlindungan sebagaimana tercantum dalam Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. dalam isi konsideranya huruf (d) dan (f) menegaskan, bahwa: 
bahwa negara wajib menjamin dan melindungi hak azasi warga negaranya yang bekerja baik dalam atau di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan, dan keadilan gender, anti diskriminasi, dan anti perdagangan manusia.
dalam rangka pelayanan penempatan TKI di luar negeri perlu dilakukan secara terpadu antara instansi pemerintah baik pusat maupun daerah dan peran serta masyarakat dalam suatu sistem hukum guna melindungi tenaga kerja Indonesia yang di tempatkan di Luar Negeri.
Berdasarkan hal tersebut maka tepatlah apabila Penempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri, diarahkan pada jabatan yang tepat sesuai keahlian, ketrampilan, bakat, minat dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia, perlindungan hukum, pemerataan kesempatan kerja dan ketersediaan tenaga kerja dengan mengutamakan kepentingan nasional.
Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, sesuai dengan Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, maka penempatan dan perlindungan TKI terbagi dalam tiga fase yaitu Pra Penempatan, Penempatan dan Purna Penempatan. Pada proses Pra Penempatan, para Calon Tenaga Kerja Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai CTKI) direkrut atau mendaftarkan diri ke pihak terkait dan mendapatkan persiapan serta pelatihan guna bekal mereka kelak, selanjutnya ketika semua syarat terpenuhi para CTKI ini akan di berangkatkan ke Negara tujuan masing masing CTKI sesuai kontrak kerja dan merekapun memasuki fase penempatan. Sesampainya di negara tujuan CTKI ini akan menjadi TKI dan dilindungi oleh pihak terkait. TKI ini akan memasuki fase Purna Penempatan setelah melewati fase Penemptan, pada fase ini TKI akan pulang kembali ke Indonesia. Pemulangan ini terjadi jika masa kerja mereka habis dan tidak ada perpanjangan atau bila mereka di Negara tujuan mendapatkan masalah. Para TKI ini akan dipulangkan serta dikembalikan ke daerah asal mereka dan bagi para TKI yang bermasalah akan di proses lebih lanjut oleh pihak terkait.
Pada kegiatan penempatan TKI di luar negeri terdapat banyak  persoalan yang merugikan TKI dan negara Republik Indonesia. Persoalan dan penyimpangan pelaksanaan dapat ditemui pada perencanaan, pelaksanaan dan lemahnya pengawasan. Dari sisi perencanaan dan operasional, terdapat kelemahan pengelolaan informasi lowongan kerja di luar negeri dan bagaimana calon TKI dipersiapkan. Selain itu Pemanfaatan kesempatan kerja luar negeri masih didominasi oleh pengguna jasa TKI tidak berbadan hukum atau rumah tangga yang selanjutnya di sebut sektor informal. Meskipun penempatan pada pengguna jasa TKI berbadan hukum atau yang lebih di kenal sebagai sektor formal terus mengalami peningkatan, akan tetapi tetap saja dalam segi kualitas TKI di bidang formal ini terbatas mengisi jabatan yang hanya memerlukan keterampilan dasar seperti plantation worker yang berjumlah 1.068 atau 2.03% dari total TKI asal Jawa Timur. Apabila dibandingkan dengan tenaga kerja yang bekerja di sektor informal seperti sebagai pembantu rumah tangga yang berjumlah 27.776 orang atau 52,84 % dari total TKI asal Jawa Timur tentunya dapat dilihat telah terjadi kesenjangan yang sangat besar dari TKI yang berada di sektor formal dan informal.​[1]​ 
Potensi terjadinya pelanggaran yang menimpa TKI juga diperkirakan berasal dari masa pra penempatan di dalam negeri, hal ini ditenggarai karena berupa kurangnya informasi yang benar dan lemahnya pengawasan serta rendahnya kualitas calon TKI. Keadaan ini di manfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menjaring calon TKI. Faktor ketiadaan lapangan kerja di desa dan adanya cerita sukses mantan TKI menjadi pendorong pencari kerja dan para ibu rumah tangga untuk menjadi TKI. Penyimpangan terjadi berupa keterangan asli tapi palsu tentang identitas TKI seperti usia, status perkawinan, ijin keluarga, alamat dan pendidikan yang di tamatkan. Hal ini tentunya akan menyulitkan TKI dan penyelenggara layanan TKI dalam dan di luar negeri untuk melakukan perlindungan terhadap TKI  juga akan menyulitkan keluarga TKI apabila terjadi persoalan pada diri TKI.
Pada tahun 2013, TKI asal Jawa Timur yang kembali ke tanah air melalui Bandara Juanda berjumlah 3.572 orang. Selain mengalami masalah pada pra penempatan, bila diperhatikan maka terdapat pula indikasi adanya keterbatasan perlindungan terhadap TKI pada saat penempatan. Beratnya persoalan yang dialami di luar negeri juga mengakibatkan TKI tidak dapat menyelesaikan kontrak kerja mereka, beberapa hal ini antara lain sakit akibat keadaan tempat bekerja, tidak mampu bekerja sesuai kriteria, kabur dari tempat bekerja, terjadi pelecehan seksual, gaji tidak dibayarkan, dan sebagainya.​[2]​
Permasalahan juga terjadi pada saat para TKI memasuki tahap purna penempatan, dimana banyak dari mereka yang kembali ke Indonesia tanpa melewati jalur resmi. Para TKI yang berasal dari Jawa Timur yang bekerja di Malaysia contohnya, mereka telah diberikan sebuah jalur resmi untuk pulang ke negara Indonesia , yaitu melalui jalur air dengan melalui Pelabuhan Tawau Sabah menuju Pelabuhan Tunontaka, akan tetapi para TKI ini lebih memilih kembali ke tanah air melalui daerah Kalabakan menuju Nunukan. Tindakan para TKI ini tentunya akan menyulitkan pihak terkait dalam melakukan pendataan dan juga perlindungan bagi TKI itu sendiri.​[3]​ 
Jika ditelusuri maka semua permasalahan pada TKI ini berakar pada fase pra penempatan, karena dalam fase inilah TKI dipersiapkan untuk menjadi tenaga kerja yang cakap dan siap bersaing di negara tujuanya bekerja kkelak.  
Atas dasar Kenyataan  di atas dan sebelum dapat menggeser pangsa pasar kerja ke sektor formal yang tentunya membutuhkan kualifikasi TKI yang lebih berkualitas, tidak ada pilihan lain pemerintah dituntut terus memperbaiki sistem  pembinaan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia yang di pekerjakan di luar negeri. untuk memberikan pelayanan yang optimal dalam rangka penempatan dan perlindungan TKI, sistem pembinaan dan perlindungan dimulai dari tahap pra penempatan, penempatan hingga purna penempatan memerlukan suatu peraturan pendukung, dalam hal ini pemerintah membuat suatu peraturan pengendali dan penjalan bagi undang undang ini. Kemauan pemerintah untuk mewujudkan hal itu jelas dengan adanya amar dalam undang undang nomor 39 tahun 2004 tentang perlunya peraturan pelaksana, antara lain dalam Pasal 80 Ayat (2), yang berbunyi  :
(1)	dengan pertimbangan selama masa penempatan TKI di luar negeri dilaksanakan antara lain :
a.	pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional
b.	pembelaan atas pemenuhan hak hak sesuai dengan perjanjian kerja dan /atau peraturan perundang undangan di negara TKI ditempatkan.
(2)	ketentuan mengenai pemberian perlindungan selama masa TKI di luar negeri sebagai mana dimaksut pada ayat (1) di atur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah”
Pasal Pasal 81 Ayat (3) Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri menyatakan :
(1)	dengan pertimbangan untuk melindungi calon TKI,pemerataan kesempatan kerja dan / atau untuk kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan nasional.Pemerintah dapat menghentikan dan / atau melarang penempatan TKI di luar negeri untuk negara tertentu atau penempatan TKI pada jabatan tertentu di luar negeri
(2)	dalam menghentikan dan /atau melarang penempatan TKI sebagaimana di maksut pada ayat (1).pemerintah memperhatikan saran dan pertimbangan badan nasional penempatan dan perlindungan TKI.
(3)	ketentuan mengenai penghentian dan pelarangan penempatan Tki di luar negeri sebagaimana di maksut pada ayat (1),di atur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah

Dalam Pasal 84 Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri menyataka : “Program pembinaan dan perlindungan TKI sebagaimana dimaksut dalam pasal 34 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah”
Semua aturan pelaksana yang telah terbentuk tersebut haruslah di buat mendesak dan perlu konsisten dalam pelaksanaanya, mengingat persoalan TKI yang tidak kunjung teratasi dari waktu ke waktu akan terus merugikan negara dan juga TKI jika plekasanaanya tidak berjalan dengan baik.
Pemerintah terus berusaha melindungi TKI yang bekerja di luar negeri dengan segenap upaya karena merupakan tugas dari Negara untuk melindungi Warga negaranya, akan tetapi tetap terjadi Pelanggaran dalam proses layanan TKI yang terjadi pada tahap pra penempatan, penempatan, dan purna penempatan. Semua permasalahan ini belum sepenuhnya teratasi dan perlu dicari lagi solusinya. Untuk mencari sebuah solusi haruslah di ketahui bagiamana atau apa saja yang perlu di perbarui atau hal apa yang harus ditinjak lanjuti guna mencari penyelesaian bagi permasalahan yang sedang di hadapi saat ini.
METODE
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang menggunakan fakta fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia​[4]​, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang di lakukan melalui pengamatan langsung. Selain itu, penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip​[5]​.
Lokasi Penelitian
Penulis memilih lokasi di instansi pemerintah terkait dengan Penempatan dan Perlindungan TKI, yaitu Dinas Tenaga Kerja Provinsi ( selanjutnya disebut Disnaker ) Jawa Timur, Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ( selanjutnya disebut UPTP3TKI ) Provinsi Jawa Timur dan Bandara Juanda Sidoarjo.
Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh CTKI yang berasal dari Jawa Timur dan tengah menjalani penyuluhan akhir pemberangkatan pada fase pra penempatan yang berada di UPT.P3TKI berjumlah 400 orang. Dari populasi tersebut akan diambil 100 orang CTKI dari populasi tersebut untuk dijadikan sampel.
Informan   
Informan dalam penelitian ini adalah kepala seksi penempatan UPT.P3TKI dan juga petugas pos UPT.P3TKI yang berada di Bandara Juanda. Informan kepala seksi penempatan UPT.P3TKI dipilih karena informan ini adalah seseorang yang cakap dan bertanggung jawab dalam perlindungan dan penempatan TKI asal provinsi Jawa Timur. Informan kedua dipilih karena informan adalah orang yang mengetahui keadaan sebenarnya yang terjadi di lokasi Bandara Juanda dan bagaimana layanan yang ada baik layanan yang diberikan oleh PPTKIS dan UPT.P3TKI kepada TKI.
Jenis dan Sumber Data
A.	Data Primer
Dalam penelitian ini data primer diambil dari hasil penyebaran angket yang disebar kepada 100 orang CTKI yang tengah menjalani proses pembekalan akhir pemberangkatan di lokasi UPT.P3TKI provinsi Jawa Timur, wawancara dengan 20 orang responden yaitu calon tenaga kerja Indonesia atau CTKI yang bersedia diwawancarai, wawancara dengan informan yaitu kepala seksi penempatan UPTP3TKI provinsi Jawa Timur, wawancara terhadap 5 orang responden tenaga kerja indonesia atau TKI yang bersedia diwawancarai pada tahap purna penempatan, wawancara terhadap pegawai di pos milik UPT.P3TKI yang berada di Bandara Juanda Sidoarjo dan dari hasil observasi terhadap kelengkapan apa saja yang dimiliki oleh pihak PPTKIS maupun UPT.P3TKI yang berada di Bandara Juanda Sidoarjo dalam menjalankan proses penempatan dan perlindungan terhadap TKI dalam fase purna penempatan.. 
B.	Data Sekunder
Adapun jenis dan sumber data sekunder yang akan penulis gunakan adalah :
1.	Peraturan Perundang – Undangan yang terkait dengan penempatan dan perlindungan TKI seperti :
1.	Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Oleh Pemerintah;
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Mitra Usaha dan Pengguna Perseorangan Tenaga Kerja Indonesia;
5.	Perpres Nomor 64 Tahun 2011 Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia;
6.	Permenakertrans Nomor 09/MEN/V/2009 Tata Cara Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia;
7.	Permenakertrans Nomor 12/MEN/X/2011 Tentang Atase Ketenagakerjaan dan Staf Teknis Ketenagakerjaan Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
8.	Permenakertrans Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.07/MEN/V/2010 Tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia.  
2.	Bahan Pustaka terkait tentang permasalahan yang akan penulis teliti.
Teknik Pengumpulan Data
Teknik yang akan di pergunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara menggunakan tiga teknik yaitu penyebaran angket kepada calon tenaga kerja indonesia yang berada di UPT.P3TKI, wawancara kepada responden calon tenaga kerja indonesia yang berada pada fase pra penempatan, responden tenaga kerja indonesia yang tengah menjalani proses fase purna penempatan serta informan yaitu kepala seksi penempatan UPT.P3TKI dan petugas UPT.P3TKI yang berada di Bandara Juanda, dan observasi pada kelengkapan pos dari UPT.P3TKI dan PPTKIS serta bagaimana pelayanan yang diberikan oleh pihak UPT.P3TKI dan PPTKIS kepada TKI yang berada di bandara juanda.
Penyebaran angket akan dilakukan di UPT.P3TKI Surabaya Jawa Timur terhadap 100 orang CTKI dengan kriteria  tingkat pendidikan minimal lulusan Sekolah Menengah Atas, baik berjenis kelamin pria atau wanita dan setidaknya telah menempuh pelatihan dasar di tempat pelatihan PTKIS serta akan menerima pembekalan akhir pemberangkatan di UPTP3TKI Provinsi Jawa Timur.
Bentuk wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan - pertanyaan sebagai pedoman, tetapi masih dimungkinkan adanya pertanyaan lain yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat berlangsungnya wawancara.
Observasi akan dilakukan pada kegiatan dan kelengkapan PPTKIS yang berada di Bandara Juanda dalam melaksanakan kewajibanya mengawal TKI dalam fase purna penempatan di Bandara Juanda, observasi juga akan dilakukan kepada kelengkapan apa saja yang dimiliki UPT.P3TKI dalam  melakukan pendataan terhadap TKI serta pengawasan terhadap PPTKIS dalam melakukan kewajiban mereka selama dalam fase purna penempatan.
Teknik Analis Data
Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan Kuantitatif, Pendekatan kuantitatif adalah suatu cara analisis data berdasarkan jumlah data yang terkumpul dengan menggunakan rumus – rumus statistik​[6]​. Statistik yang digunakan adalah Statistik deskriptif, yaitu dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya. Dengan menggunakan statistic ini dimaksutkan untuk mendeskripsikan keadaan suatu gejala yang telah direkam kemudian diolah sehingga dapat dipaparkan dalam bentuk angka – angka. Analistik data dilakukan secara univariat, yaitu dengan meringkas kumpulan data hasil penelitian sehingga kumpulan data tersebut dapat diubah menjadi informasi yang berguna dalam bentuk tabel.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A.	Hasil Penelitian
1.	Pra Penempatan
Sesuai dengan Pasal 31 Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menyatakan:
Kegiatan Pra Penempatan TKI di luar negeri meliputi :
a.	Pengurusan SIP
b	Perekrutan dan seleksi 
c	Pendidikan dan pelatihan kerja
d	Pemeriksaan keehatan dan psikolog
e	Pengurusan dokumen
f	Uji kompetensi
g	Pembekalan akhir pemberangkatan 
h	Pemberangkatan.

a.	 Proses Perekrutan CTKI
Sesuai pasal 34 angka 1 Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menyatakan:
1. Proses perekrutan didahului dengan  memberikan informasi kepada calon TKI sekurang kurangnya tentang :
a.	Tata cara perekrutan
b.	Dokumen yang diperlukan
c.	Hak dan kewajiban TKI
d.	Situasi kondisi dan resiko di negara tujuan  
e.	Tata cara perlindungan bagi TKI.

Pihak PPTKIS dan UPT.P3TKI sudah memberikan informasi tentang tata cara perekrutan yang baik dan benar terhadap CTKI, mulai dari pengisian formulir, pendaftaran CTKI ke instansi pemerintah hingga kelengkapan dokumen apa saja yang diperlukan oleh CTKI sebelum mendaftarkan / dapat menjadi CTKI.
Sesuai tabel pengamatan proses perekrutan CTKI fase pra penempatan, PPTKIS telah memberikan informasi kepada CTKI mengenai pekerjaan mereka dan negara tujuan mereka. Dari hasil penyebaran angket kepada 100 responden maka terlihat bahwa 100% CTKI mengetahui pekerjaan apa yang akan mereka kerjakan kelak di negara tujuan mereka. Mereka mengetahui akan bekerja sebagai buruh pabrik dan sebagai buruh pelabuhan akan tetapi tidak mengetahui perbedaan antara buruh pabrik dan buruh pelabuhan dan perbedaan apa yang harus mereka lakukan sebagai buruh pabrik dan buruh pelabuhan. 
Dari 100 responden CTKI, 100% mengetahui negara mana yang akan menjadi tujuan mereka bekerja kelak. Mereka mengetahui akan diberangkatkan ke negara apa akan tetapi tidak mengetahui dimana daerah yang akan mereka tuju dalam  negara tersebut. 100% mengaku telah diberikan informasi mengenai hak dan kewajiban TKI dan tata cara perlindungan CTKI/TKI. pihak PPTKIS memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban serta tata cara perlindungan CTKI/TKI dengan cara membagikan buku saku pedoman bagi TKI..
Hasil penyebaran angket kepada 100 responden terlihat 58% memiliki kesempatan untuk memilih jenis pekerjaan mereka kelak. Mereka yang tidak dapat memilih mengaku tidak dapat memilih karena kuota yang terbatas terhadap jenis pekerjaan yang ada  karena mereka termasuk golongan yang terakhir maka mereka hanya dapat memilih jenis pekerjaan yang masih kosong saja. CTKI juga telah diberikan hak mereka untuk memilih negara mana yang ingin mereka tuju untuk bekerja kelak. Dari 100 responden, 88% mendapat kesempatan untuk memilih tujuan negara mereka kelak bekerja Menurut pengakuan mereka tidak dapat memilih karena termasuk golongan yang terakhir dalam melakukan pemilihan dan kuota negara lain udah penuh maka mereka hanya dapat memilih negara sisa saja yang kuotanya masih kosong.
Berdasarkan 100 responden, 94% mengetahu tentang situasi, kondisi dan resiko apa yang mereka akan hadapi di negara tujuan mereka kelak, kebanyakan dari para CTKI tidak mengetahui dimana letak negara mereka akan bekerja dan tidak mengetahui kondisi keamanan negara tersebut, mereka hanya mengetahui kondisi cuaca dan resiko apa yang mereka akan terima ketika mereka bekerja di sana. Dari 100 responden hanya 96% saja yang mengetahui berapa jumlah gaji yang akan mereka terima kelak selama mereka bekerja sebagai TKI dinegara tujuan, para CTKI yang tidak mengetahui besaran jumlah gaji mereka mengaku yang penting sudah bisa bekerja diluar negeri, mereka mengaku jumlah gaji tidaklah penting asal mereka bisa segera pergi ke luar negeri karena didalam negeri di daerahnya masing – masing terdapat masalah pribadi ataupun sudah tidak ada lagi lowongan pekerjaan. Serta dari 100 responden, hanya 48% yang mengetahui berapa standar upah di negara tujuan mereka bekerja kelak. 
b.	 Pendidikan dan Pelatihan Kerja CTKI
Untuk menjadi TKI yang baik para CTKI haruslah mengantongi sertifikat kompetensi kerja sesuai dengan pekerjaan mereka kelak. Sesuai dengan isi dari Pasal 41 Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menyatakan:
1. CTKI wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja sesuai dengan persyaratan jabatan.
2. Dalam hal CTKI belum memiliki sertifikat kompetensi kerja sebagaimna dimaksud dalam ayat 1 , maka pelaksana penempatan TKI swasta wajib melakukan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan.
Sesuai tabel proses pendidikan  dan latihan kerja pada fase pra penempatan, dari 100 responden 100% mengikuti pelatihan bahasa. 88% mengikuti pelatihan fisik,. Sebanyak 92% mengikuti pelatihan mental, 76% mengikuti pelatihan kedisiplinan, 80% mengikuti pelatihan teknis pekerjaan sesuai keahlian yang dibutuhkan, mereka yang tidak mengikuti kebanyakan mengaku karena pengawasan tidak ketat mereka dapat membolos. Dari 100 responden hanya 26% yang dipungut biaya tambahan selama pelatihan, pemungutan biaya ini biasanya dengan alasan untuk membuat seragam baru bagi para CTKI.
c.	Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi CTKI
Sesuai tabel proses pemeriksaan kesehatan dan psikologi fase pra penempatan, dari 100 responden, 100% menjalani pemeriksaan darah, pemeriksaan ronsen dan pemeriksaan urin, 94% responden yang menjalani tes kepribadian, 96% responden menjalani pemeriksaan mata, 92% menjalani tes psikologi. Beberapa tidak mengikuti sebagian tes karena mengaku malas, dikarenakan antrian yang panjang serta pengawasan yang longgar oleh pihak PPTKIS sehingga mereka bisa tidak mengikuti beberapa tes tersebut.
Dari 100 responden sebanyak 24% masih dikenakan pungutan biaya tambahan dan sebanyak 76% sudah tidak dipungut biaya tambahan dalam mengikuti rangkaian pemeriksaan kesehatan fisik dan psikologi bagi CTKI, menurut pengakuan para CTKI yang merasa dipunguti biaya tambahan, biaya tembahan tersebut mereka bayar pada saat sesudah mengikuti tes ronsen.
d.	Pengurusan Kelengkapan Dokumen CTKI
Sesuai tabel pengurusan kelengkapan dokumen fase pra penempatan, dari 100 responden 100% Sudah memiliki kelengkapan administrasi berupa dokumen seperti paspor, visa kerja, 46% dari mereka mengetahui kegunaan dari kelengkapan dokumen 100% mengaku pihak PPTKIS sudah memberikan informasi mengenai kegunaan dokumen. 68% dari CTKI memahami isi dari perjanjian kerja mereka dan hanya 66% yang memahami isi dari perjanjian penempatan. Mereka mengaku tidak terlalu faham mengenai isi dari perjanjian kerja dan penempatan mereka karena bagi mereka sudahlah cukup bisa bekerja di luar negeri dan mendapatkan gaji. 
e.	 Asuransi CTKI
Sesuai tabel asuransi fase pra penempatan, dari 100 responden 100% dari mereka telah menerima penjelasan mengenai apa itu asuransi dari UPTP3TKI dan PPTKIS masing – masing, 54% yang mengerti dan memahami apa itu asuransi. Mereka merasa tidak terlalu penting untuk mengerti tentang apa itu asuransi karena mereka berpendapat bahwa asuransi adalah biaya tambahan yang harus mereka bayar tanpa bisa di gunakan jasanya. Dari 100 responden sebanyak 100% mengikuti program asuransi yang telah ditentukan oleh PPTKIS masing – masing dan hanya 20% saja yang mengaku membawa sendiri kartu asuransi mereka, mereka mengaku tidak dapat pilihan ketika akan mendaftarkan asuransi, karena pihak PPTKIS telah menentukan pihak asuransi mana yang harus dipilih oleh CTKI dan hanya sedikit dari mereka yang mengetahui bahwa kartu asuransi dapat mereka bawa sendiri. 
Dari 100 responden, hanya 76% saja yang mengetahui bagaimana cara mengklaim asuransi sebanyak 100% dari mereka tidak mengetahui berapa jumlah pasti uang yang dapat mereka klaim dari pihak asuransi.
f.	Uji Kelengkapan Dokumen CTKI
Sesuai tabel uji kelengkapan dokumen fase pra penempatan, dari 100 responden 100% mengaku bahwa petugas UPT.P3TKI memeriksa kelengkapan dokumen mereka, dan 100% responden mengaku bahwa pihak UPT.PT3KI juga bersedia membantu mengurusi dokumen para CTKI yang kurang lengkap sebelum mereka mengikuti pembekalan akhir pemberangkatan.
g.	Pembekalan Akhir Pemberangkatan CTKI
Sebelum para CTKI diberangkatkan ke negara tujuan mereka, di adakan pembekalan akhir oleh UPT.P3TKI yaitu dengan cara memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang – undangan negara tujuan mereka kelak, penyuluhan tentang perjanjian kerja para CTKI, memberikan kesempatan pada CTKI untuk menanyakan hal – hal yang mereka kurang pahami tentang hal yang berhubungan dengan kegiatan mereka selama menjadi CTKI dan TKI kelak.
Pembekalan diadakan setiap hari Senin hingga Kamis dan setiap kuarternya di bagi menjadi 3 kelas dan jika jumlah CTKI tidak terlalu banyak hanya akan dibuka 1 kelas saja.
Berdasarkan tabel pembekalan akhir pemberangkatan fase pra penempatan, dari 100 responden yang mengikuti PAP ini sebanyak 9o% persen mengikuti pembekalan mengenai undang – undang negara tujuan mereka serta mendapatkan pengetahuan akan undang – undang negara tujuan mereka kelak.. Sementara itu, sebanyak 96% menerima penyuluhan perjanjian kerja. Dari 100 responden yang telah mengikuti PAP sebanyak 100% dari mereka merasa bahwa pelayanan pada saat PAP sudah memuaskan.
h.	Masa Penampungan CTKI
Sesuai tabel proses penampungan fase pra penempatan, dari 100 responden sebanyak 100% mengaku dapat menjalankan kewajiban beribadah dengan baik dan bebas selama di penampungan serta 100% mendapatkan kesempatan untuk dikunjungi oleh keluarga mereka selama di penampungan dan kontak dengan dunia luar.
Dari 100 responden, sebanyak 16% mengaku mendapatkan pelecehan seksual selama berada di dalam penampungan dan 84% mengaku tidak mendapatkan perlakuan pelecehan sexual selama berada di penampungan. Mereka yang mengaku mendapatkan pelecehan seksual disini mengaku sering digoda dan dilirik dengan pandangan yang aneh oleh pihak PPTKIS 
Dari 100 responden, sebanyak 72% mengaku terdapat beberapa individu CTKI yang mendapatkan perlakuan khusus dan dibedakan dari CTKI lainya. Menurut para CTKI mereka yang mendapatkan perlakuan khusus biasanya memiliki paras yang cantik dan badan yang bagus atau memiliki wajah yang tampan. 
Dari 100 responden, 22% responden mengaku bahwa mereka diminta membayar biaya tambahan selama berada di penampungan dan 78% sisanya mengaku tidak dikenakan biaya tambahan selama mereka berada di penampungan. Biasanya biaya tambahan ini terjadi pada saat jam kunjungan keluarga mereka.

1.	Purna Penempatan
Fase purna penempatan adalah fase terakhir dari rangkaian kegiatan penempatan TKI yang di mulai dari fase pra penempatan, penempatan dan di akhiri dengan fase purna penempatan. Pada fase purna penempatan ini semua TKI memperoleh pelayanan sehingga bisa kembali ke daerah asal mereka, pelayanan ini yaitu dimulai dari :
a.	Kegiatan TKI melaporkan diri kepada perwakilan RI di negara tempat mereka bekerja tentang berakhirnya perjanjian kerja mereka.
b.	Kegiatan mengawal TKI dan membiayai kepulangan para TKI
c.	Kegiatan TKI melaporkan diri atas kepulangan mereka kepada Depnakertrans setibanya di tanah air
d.	Kegiatan mengantarkan TKI atas kepulanganya hingga kembali ke daerah asal mereka dengan selamat.
e.	 Pengurusan aduan dan hak TKI yang belum     terselesaikan atau belum dipenuhi oleh pengguna jasa.
a.	Registrasi kepulangan TKI di perwakilan RI
Setiap kepulangan TKI wajib melaporkan kepulanganya kepada perwakilan RI di negara tujuan mereka bekerja, dan selain TKI pihak pengguna jasa dan PPTKIS berkewajiban memastikan bahwa TKI benar – benar melaporkan kepulanganya kepada pihak perwakilan RI. 
Hasil wawancara terhadap salah satu TKI yang pulang dari negara korea selatan bernama Nur Hushona berjenis kelamin wanita, yang beralamatkan Jajar RT6/2 kartoharjo, Magetan dan mengaku berumur 26 tahun ini bekerja sebagai penjahit di salah satu butik di kota Seoul tepatnya daerah Bucheon mengaku bahwa setelah kontrak kerjanya habis dia dibantu pengguna jasanya di korea selatan bersama - sama melaporkan tentang habisnya masa kerjanya ke KBRI di korea selatan yang beralamat di Yeouidaebang-ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul korea selatan. Dan dia mengaku bahwa pelayanan dari pihak PPTKIS dan Kedutaan besar republik indonesia selanjutnya disebut KBRI sangatlah memuaskan.
Berbeda dengan pengakuan dari Teguh TKI yang beralamatkan Ringinkember RT1/1 sumbermanjing, Malang dan berjenis kelamin pria dan mengaku berumur 28 tahun ini yang bekerja sebagai Contruction Labourer  di Malaysia, menurut pengakuanya dia melaporkan dirinya sendiri kebada KBRI malaysia yang berada di jalan tun razak dan dilayani dengan baik oleh pihak KBRI malaysia  tersebut.
b.	Kepulangan TKI
Kepulangan TKI dari negara tujuan sampai tiba ke negara asal adalah tanggung jawab dari PPTKIS, hal ini sesuai dengan isi dari Pasal 75 ayat 1 Undang - Undang nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
Hasil wawancara dengan Nur Hushona yang beralamatkan Jajar RT6/2 kartoharjo, Magetan. Beliau mengatakn bahwa kepulanganya dibiayai oleh dirinya sendiri akan tetapi pihak majikan tetap memberikan pesangon diluar dari perjanjian kerja, sementara pihak PPTKIS menawarkan jasa untuk membelikan tiket pulang akan tetapi beliau menolaknya karena faktor pribadi.
Dari hasil wawancara dengan sodara Teguh yang beralamatkan Ringinkember RT1/1 sumbermanjing, Malang. Beliau mengatakan bahwa kepulanganya dibiayai oleh dirinya sendiri tanpa ada campur tangan dari majikan, sementara beliau mengaku PPTKIS menawarkan karcis untuk pulang akan tetapi beliau menolak tawaran itu dengan alasan pribadi.
c.	Registrasi Kedatangan TKI di dalam Negeri
Sebagaimana pada waktu pelaporan keberangkatan TKI dari negara tujuan mereka bekerja, sesampainya di tanah airpun TKI haruslah melaporkan diri mereka kepada pihak pemerintah, hal ini berpatokan pada Pasal 75 ayat 2 Undang - Undang nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
Hasil observasi dan pengamatan, para TKI ini melaporkan dirinya sendiri sesampainya di tanah air. Dari hasil observasi dan pengamatan tidak terlihat wakil dari pihak PPTKIS yang mengawal para TKI yang kembali dari negara tujuan mereka bekerja.
Menurut hasil wawancara dari wakil pihak UPT.P3TKI yang berada di bandara Juanda menyatakan selama pendataan ini TKI melakukanya sendiri, menurut beliau hal ini memang berbeda dengan aturan yang mengatakan bahwa pihak PPTKIS wajib mendaftarkan TKInya sesampainya di tanah air, beliau menambahkan bahwa pihak PPTKIS hanya datang jika TKI yang kembali dari negara tujuan mereka bekerja terkena masalah atau musibah pada saat mereka bekerja di negara tujuan.
Pos kesehatan juga tidak terlihat pada saat observasi dilakukan, dan menurut pengakuan dari petugas memang pos tidak disediakan akan tetapi jika ada TKI yang sakit maka pihak bandara siap menolong.
Dari hasil observasi dan pengamatan, TKI memilih pulang sendiri ke daerah asalnya tanpa ada pihak PPTKIS yang menjemput mereka. Dari hasil wawancara salah satu pihak UPT.P3TKI yang berada di bandara juanda, mengakui bahwa pihak PTKIS hanya datang menjemput jika TKI yang kembali ke tanah air bermasalah. Walaupun TKI tersebut pulang sendiri ke daerah asalnya akan tetapi mereka tidak diperkenankan pulang tanpa ada pengawalan atau sanak saudara yang menjemput mereka, pengawasan ini dilakukan oleh pihak UPT.P3TKI dan pihak bandara dengan sangat baik. Setiap orang yang menjemput TKI didata dan harus memiliki bukti – bukti yang menyatakan bahwa penjemput adalah orang yang dikenal oleh TKI dan setiap TKI diwajibkan melapor ke pihak UPT.P3TKI sesampainya di rumah masing – masing maksimal 3 hari setelah mereka sampai ke tanah air. 
Hal ini sesuai dengan hasil observasi dan pengamatan terhadap posko UPT.P3TKI di bandara juanda, disana baik TKI dan penjemput didata dengan baik dan pihak angkasa pura juanda mengawal TKI dan memeriksa dengan seksama siapapun yang mendekati posko UPT.P3TKI tersebut.
d.	Kegiatan Layanan Aduan TKI
Hasil wawancara dengan informan yaitu Kepala seksi penempatan UPT.P3TKI yang berada di kantor UPT.P3TKI Surabaya dalam melakukan pelayanan pada TKI yang bermasalah UPT.P3TKI membuka unit pelayanan aduan atau dikenal juga dengan crisis center dimana terdapat di kantor UPT.P3TKI, unit ini melayani aduan dan mencoba untuk menjadi penghubung antara TKI dan pihak yang dilaporkan oleh TKI tersebut dan menjadi penengah dalam menyelesaikan masalah mereka dengan jalan menggunakan jalan non pengadilan

B.	Pembahasan Hasil Penelitian
Hasil penelitian tentang penempatan dan perlindungan tenaga TKI asal Jawa Timur dalam fase pra dan purna penempatan maka Dalam melaksanakan tugas – tugasnya baik PPTKIS dan UPT.P3TKI dapat diberikan penilaian terhadap kinerja dari kedua belah pihak. Penilaiaan tersebut dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu baik, cukup dan kurang baik.
Dikatakan baik untuk penilaian pada masa pra penempatan bila pihak penyelenggara kegiatan perlindungan dan penempatan TKI baik UPT.P3TKI maupun PPTKIS sudah melaksanakan kewajibanya dan hanya ditemukan 1% - 20% pelanggaran baik oleh pihak PPTKIS, UPT.P3TKI dan CTKI/TKI dalam pelaksanaanya. Dikatakan baik untuk penilaian pada masa purna penempatan jika tidak ada sampai hanya ada 1 pelanggaran yang terjadi pada saat proses berjalanya kegiatan purna penempatan
Dikatakan cukup untuk penilaian pada masa pra penempatan bila pihak penyelenggara kegiatan perlindungan dan penempatan TKI baik UPT.P3TKI maupun PPTKIS sudah melaksanakan kewajibanya dan hanya ditemukan 21% - 30% pelanggaran baik oleh pihak PPTKIS, UPT.P3TKI dan CTKI/TKI dalam pelaksanaanya. Dikatakan cukup untuk penilaian pada masa purna penempatan jika  ada 2 sampai ada 3 pelanggaran yang terjadi pada saat proses berjalanya kegiatan purna penempatan
Dikatakan baik untuk penilaian pada masa pra penempatan bila pihak penyelenggara kegiatan perlindungan dan penempatan TKI baik UPT.P3TKI maupun PPTKIS sudah melaksanakan kewajibanya dan hanya ditemukan 31% - 50% pelanggaran baik oleh pihak PPTKIS, UPT.P3TKI dan CTKI/TKI dalam pelaksanaanya. Dikatakan kurang baik untuk penilaian pada masa purna penempatan jika  ada  4 sampai 6 pelanggaran yang terjadi pada saat proses berjalanya kegiatan purna penempatan
Dikatakan buruk untuk penilaian pada masa pra penempatan bila pihak penyelenggara kegiatan perlindungan dan penempatan TKI baik UPT.P3TKI maupun PPTKIS sudah melaksanakan kewajibanya dan hanya ditemukan 51% - 100% pelanggaran baik oleh pihak PPTKIS, UPT.P3TKI dan CTKI/TKI dalam pelaksanaanya. Dikatakan kurang baik untuk penilaian pada masa purna penempatan jika  ada lebih dari 6 pelanggaran yang terjadi pada saat proses berjalanya kegiatan purna penempatan
a.	Pra Penempatan
Sesuai dengan Pasal 31 Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri  menyatakan:
Kegiatan Pra Penempatan TKI di luar negeri meliputi :
a.	Pengurusan SIP
b	Perekrutan dan seleksi 
c	Pendidikan dan pelatihan kerja
d	Pemeriksaan kesehatan dan psikolog
e	Pengurusan dokumen
f	Uji kompetensi
g	Pembekalan akhir pemberangkatan 
h	Pemberangkatan.

1.	Pengurusan Sertifikat Ijin Perekrutan
Proses pengurusan ini sudah berjalan dengan baik, pihak UPT.P3TKI sudah menjalankan tugasnya dengan baik, hal ini dibuktikan dengan adanya pernyataan dari pihak UPT.P3TKI yang menyatakan dari semua PPTKIS yang berada dan terdaftar di provinsi Jawa Timur sudah mengantongi SIP tersebut dan PPTKIS tersebut selalu dikontrol dengan baik oleh pihak UPT.P3TKI dan segera menarik SIP jika terjadi kesalahan pada pengelolaan oleh PPTKIS dan terbukti PPTKIS melanggar atau terjadi penurunan standar pengelolaan oleh pihak PPTKIS tersebut, semua PPTKIS yang terdaftar sudah memiliki SIP, hal ini dibuktikan dengan adanya data tahun 2013 menyebutkan bahwa terdapat 72 PPTKIS di Jawa Timur dan semua PPTKIS tersebut telah memiliki SIP.
2.	 Proses Perekrutan  CTKI 
Proses selanjutnya adalah Perekrutan CTKI, Pada proses perekrutan ini dirasa kurang baik, PPTKIS dibawah pengawasan UPT.P3TKI telah memberikan info tentang jenis pekerjaan dan negara tujuan kepada CTKI, serta telah memberikan kesempatan kepada CTKI untuk memilih jenis pekerjaan dan negara tujuan yang mereka kehendak dan pihak PPTKIS dibawah pengawasan UPT.P3TKI juga telah memberikan info tentang hak dan kewajiban TKI serta tata cata perlindungan TKI kepada CTKI, pihak PPTKIS juga telah memberikan info tentang besaran gaji yang akan diterima CTKI kelak, akan tetapi masih terjadi pelanggaran dan masalah. 
PPTKIS tidak memberikan info tentang standar upah minimum pada negara yang akan dituju CTKI kelak, CTKI juga masih banyak yang mengaku tidak dapat memilih jenis pekerjaan dan negara tujuan dikarenakan batasan kuota dan tidak ada dari para CTKI yang mengetahui besaran standart gaji di negara tujuan mereka , mereka hanya mengetahui besar gaji yang akan terima kelak. 
Pelanggaran - Pelanggaran ini dibuktikan dari data yang diperoleh yang menyatakan 42% dari 100 orang CTKI mengaku tidak dapat memilih jenis pekerjaanya dan 22% dari 100 CTKI tidak dapat memilih negara tujuan yang mereka inginkan dan 52% dari 100 CTKI tidak mengetahui standaar gaji di negara tujuan mereka.  
3.	 Pendidikan dan Pelatihan Kerja CTKI
Proses selanjutnya adalah pendidikan dan pelatihan kerja, Proses ini dirasa cukup. Pihak PPTKIS dibawah pengawasan dari UPT.P3TKI sudah memberikan pelatihan bahasa, pelatihan fisik, pelatihan mental, pelatihan kedisiplinan dan pelatihan teknis pekerjaan sesuai keahlian yang dibutuhkan oleh TKI kelak. Walaupun pihak PPTKIS telah memberikan pelatihan seperti kewajibanya, dikarenakan kurangnya pengawasan maka banyak dari CTKI yang tidak mengikuti pelatihan dan masih adanya pungutan yang dikenakan pada CTKI saat berlangsungnya rangkaian pelatihan – pelatihan tersebut.
Pelanggaran – pelanggaran itu dibuktikan masih ada 12% dari 100 CTKI yang tidak mengikuti pelatihan fisik, 24% dari 100 CTKI tidak mengikuti pelatihan kedisiplinan, 20% dari 100 CTKI tidak mengikuti pelatihan teknis dan masih ada 26% dari 100 CTKI yang mengaku dikenakan biaya tambahan.
4.	 Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi CTKI
Proses selanjutnya adalah Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi, Proses ini telah dirasa cukup. Dalam menjalankan proses ini pihak PTKIS dibawah pengawasan dari UPT.P3TKI sudah memberikan layanan pemeriksaan darah, pemeriksaan ronsen, pemeriksaan urin, tes fisik dan pemeriksaan mata dan tes psikologi untuk CTKI dan mayoritas CTKI telah mengikuti rangkaian tes tersebut. Walaupun pihak PPTKIS telah menjalankan tugasnya akan tetapi masih ditemukan pungutan biaya tambahan kepada CTKI saat menjalani rangkaian tes kesehatan tersebut.
Pelanggaran pungutan biaya tambahan dapat dibuktikan dari pengakuan dari 24% dari 100 CTKI mengaku masi dikenakan biaya tambahan saat mengikuti rangkaian tes kesehatan dan psikologi. 
5.	 Pengurusan Kelengkapan Dokumen oleh CTKI	
Proses selanjutnya adalah pengurusan kelengkapan dokumen, Pada tahap ini dirasa kurang baik, walaupun pihak PPTKIS dibawah pengawasan dari UPT.P3TKI  telah memberikan informasi tentang kegunaan dari dokumen – dokumen milik CTKI tersebut dan membantu CTKI dalam melengkapi dokumen – dokumennya, akan tetapi mayoritas CTKI masih tidak memahami isi dari perjanjian kerja dan perjanjian penempatan mereka. 
Pelanggaran ini dibuktikan dari adanya 46% dari 100 CTKI yang tidak mengetahui kegunaan dari dokumen milik CTKI, masih ada 32% dari 100 CTKI yang tidak mengetahui isi dari perjanjian kerja dan masih ada 36 % yang tidak mengetahui isi dari perjanjian penempatan mereka.
6.	  Asuransi CTKI 
Proses selanjutnya adalah pembuatan asuransi,  dalam proses ini dirasa buruk. Walaupun pihak PPTKIS telah memberikan penjelasan kepada CTKI mengenai apa itu asuransi, mendaftarkan CTKI nya dalam program asuransi, tetapi masih ada CTKI yang tidak mengetahui cara mengklaim asuransu, banyak hal yang dirahasiakan kepada CTKI seperti berapa besaran santunan asuransi yang dapat mereka terima kelak selain itu pihak PPTKIS juga membawa kartu asuransi dari para CTKI/TKI yang terdaftar di PPTKIS mereka serta pihak PPTKIS tidak memberikan kebebasan pada CTKI untuk memilih pihak asuransi mana yang mereka hendaki.
Pelanggaran – pelanggaran ini dibuktikan dari adanya 46% dari 100 CTKI yang tidak mengerti dan memahami apa itu asuransi, 80% dari 100 CTKI mengaku tidak memegang kartu asuransi mereka sendiri dan 24 % masih ada CTKI yang tidak mengetahui cara untuk mengklaim asuransi dan 100% dari 100 CTKI tidak mengetahui jumlah uang yang dapat mereka klaim dari asuransi.
7.	Uji Kelengkapan Dokumen CTKI 
Proses selanjutnya uji kelengkapan dokumen, pada proses ini UPT.P3TKI telah menjalankan tugasnya dengan baik, dalam tahap uji kompetensi ini pihak UPT.P3TKI  memeriksa kelengkapan dokumen yang dimiliki oleh para CTKI Pihak UPT.PT3KI juga bersedia membantu mengurusi dokumen para CTKI yang kurang lengkap serta kembali memberikan informasi apa yang dibutuhkan oleh pada CTKI sebelum mereka mengikuti pembekalan akhir pemberangkatan.
8.	 Pembekalan Akhir Pemberangkatan Kepada CTKI
Proses selanjutnya adalah pembekalan akhir pemberangkatan yang dilakukan oleh UPT.P3TKI. Pada proses ini PPTKIS dinilai baik. Pihak UPT.P3TKI sudah menjalankan tugasnya dengan memberikan pembekalan mengenai undang – undang negara tujuan para TKI bekerja kelak serta memberikan penyuluhan kembali tentang perjanjian kerja kepada para CTKI. Dan semua CTKI merasa puas akan pelayanan penyuluhan yang diberikan kepada mereka oleh UPT.P3TKI.
9.	 Masa Penampungan CTKI
Selama menjalani semua proses ini para CTKI ditampung di dalam penampungan yang disediakan oleh PTKIS. Proses penampungan ini dinilai kurang baik, Walaupun pihak PPTKIS sudah memberikan kebebasan beribadah dan kebebasan berkomunikasi kepada CTKI, akan tetapi  masih ditemukan pelanggaran terhadap CTKI, CTKI mengaku mendapatkan pelecehan seksual selama berada di dalam penampungan dan terdapat beberapa individu CTKI yang mendapatkan perlakuan khusus. Selain itu CTKI masih diminta membayar biaya tambahan selama berada di penampungan.
Pelanggaran – pelanggaran yang terjadi dalam masa ini dapat dibuktikan dari pengakuan 16% dari 100 CTKI mengaku masi terjadi pelecehan seksual pada saat penampungan terhadap CTKI, 72% dari 100 CTKI mengaku masih ada perlakuan khusus terhadap individu CTKI tertentu pada saat penampungan dan masih ada 22% dari 100 CTKI yang mengaku dikenakan biaya tambahan pada saat proses penampungan.
b.	 Purna Penempatan
Fase purna penempatan adalah fase terakhir dari rangkaian kegiatan penempatan TKI yang di mulai dari fase pra penempatan, penempatan dan di akhiri dengan fase purna penempatan. Pada fase purna penempatan ini semua TKI memperoleh pelayanan sehingga bisa kembali ke daerah asal mereka, pelayanan ini yaitu dimulai dari :
a	Kegiatan TKI melaporkan diri kepada perwakilan RI di negara tempat mereka bekerja tentang berakhirnya perjanjian kerja mereka.
b	Kegiatan mengawal TKI dan membiayai kepulangan para TKI
c	Kegiatan TKI melaporkan diri atas kepulangan mereka kepada Depnakertrans setibanya di tanah air
d	Kegiatan mengantarkan TKI atas kepulanganya hingga kembali ke daerah asal mereka dengan selamat 
e	Pengurusan aduan dan hak TKI yang belum terselesaikan atau belum dipenuhi oleh pengguna jasa.
1.	  Registrasi Kepulangan TKI di perwakilan RI
Kegiatan pertama adalah registrasi kepulangan TKI di perwakilan RI, Dalam proses ini dinilai sudah baik. Dari hasil wawancara terlihat bahwa pihak KBRI telah melakukan tugasnya dengan baik, hal ini terlihat dari hasil wawancara yang menyatakan para TKI diterima, didata dan dilayani dengan baik oleh pihak KBRI.
2.	  Kepulangan TKI Di Negara Penempatan
Kegiatan selanjutnya adalah kepulangan di negara penempatan, dalam kegiatan ini PPTKIS dinilai sudah baik. Pihak PPTKIS menyediakan fasilitas bagi TKI yang hendak kembali ke tanah air, walaupun demikian pihak PPTKIS tetap memberikan pilihan kepada para TKI untuk menggunakan fasilitasnya sendiri.

3.	  Registrasi Kedatangan TKI Di Dalam Negeri
Kegiatan selanjutnya adalah registrasi kedatangan didalam negeri, dalam kegiatan ini PPTKIS dinilai kurang baik, walaupun ini pihak UPT.P3TKI dinilai baik. dalam menjalankan tugasnya UPT.P3TKI di bandara juanda mendirikan posko kedatangan TKI, diposko tersebut bekerja sama dengan pihak angkasapura juanda. TKI dan penjemput didata dengan baik dan pihak angkasa pura juanda mengawal TKI dan memeriksa dengan seksama siapapun yang menjemput TKI. akan tetapi PPTKIS sendiri banyak melakukan pelanggaran hal ini terbukti Dari hasil observasi tidak terlihat wakil dari pihak PPTKIS yang mengawal para TKI yang kembali dari negara tujuan mereka bekerja dan juga tidak ditemukan pos kesehatan walaupun terdapat petugas kesehatan di sana akan tetapi petugas tersebut adalah petugas kesehatan bandara bukan dari PPTKIS. TKI pulang kedaerah asal mereka dengan dijemput keluarga mereka, walaupun mendapatkan biaya dari pihak PPTKIS akan tetapi tidak terlihat pihak penjemput dari pihak PPTKIS. 
4.	 Kegiatan Pelayanan Aduan TKI
Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan pelayanan aduan, dalam kegiatan ini dinilai sudah baik. Pihak UPT.P3TKI dalam melaksanakan tugasnya untuk melayani aduan dari TKI mendirikan unit pelayanan aduan atau disebut juga dengan crisis center, pelayanan dari crisis center sendiri tidak hanya menanggapi aduan dari TKI saja, akan tetapi menjadi penengah bagi TKI dan pihak yang dilaporkan oleh TKI untuk menyelesaikan masalah mereka secara kekeluargaan.
PENUTUP
Simpulan
Berdasarkan uraian dari bab – bab sebelumnya maka berdasarkan penelitian  dapat diambil kesimpulan yaitu :
1.	Fase pertama yang menjadi pembahasan dalam penulisan ini adalah fase pra penempatan. Secara keseluruhan penilaian dalam kegiatan penempatan dan perlindungan dalam fase ini masih dirasa cukup. Walaupun pihak PPTKIS dan UPT.P3TKIS sudah berusaha menjalankan tugasnya dengan baik, akan tetapi karena masih terdapat  pelanggaran maka proses pra penempatan masih belum dikatakan baik.  dapat dilihat pada kegiatan pendidikan dan latihan kerja serta pada tahap pemeriksaan kesehatan dan psikolog  masih terjadi pungutan tambahan terhadap CTKI oleh oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab.
2.	Fase kedua yang menjadi pembahasan dalam penulisan ini adalah fase purna penempatan. Secara keseluruhan penilaian pada fase ini dirasa sudah cukup. walaupun masih ada pelanggaran yang terjadi seperti tidak adanya wakil PPTKIS yang menjemput TKI di bandara ketika mereka datang, namun hal ini sudah tertutupi oleh peran dari pemerintah dimana wakil dari pihak pemerintah selalu ada di bandara untuk mengamankan dan mendata kepulangan dari para TKI ini.
Saran
Berdasarkan pada uraian bab – bab sebelumnya dan kesimpulan dalam bab ini maka penulis dapat mengajukan beberapa saran yang ditujukan kepada UPT.P3TKI, PPTKIS dan juga bagi para CTKI/TKI yaitu :
1.	Untuk pihak UPT.P3TKI supaya memperbanyak personil dalam hal ini sebagai pengawasan untuk mengawasi jalanya kegiatan penempatan dan perlindungan terhadap TKI, supaya menindak tegas para oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab baik itu oknum dari  UPT.P3TKI  ataupun oknum non pemerintah, supaya lebih selektif dalam menyeleksi para CTKI sebelum mereka diberangkatkan ke negara tujuan mereka dan tidak mengirimkan TKI yang dirasa belum siap dan belum memenuhi kriteria kualitas yang bagus.
2.	Untuk pihak PPTKIS supaya membenahi lagi struktur organisasinya dan juga menjalankan tugasnya dengan lebih baik lagi, supaya mendisiplinkan diri dan tidak melepaskan tanggung jawab pada TKI yang kembali ketanah air, supaya mengkonsolidasikan diri terhadap pemerintah untuk memperbaiki pelayanan terhadap TKI dan tidak hanya mengejar kuota yang telah diberikan kepada mereka.
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